WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkaya Undan-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeraltdabarkar
Pasal 2 ayat (2) huruf g Unde-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daelah diberikar
kewenangan untuk menetapkan Pajak Pi

b. bahwa pajak parkir merupakaisalah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaanripeahnan
daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepadganaka
dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluadaekopajak
parkir dan menetapkan tarif yang <ai dengan perkembangan
dan kemampuan masyarakat;

d. bahwa kebijakan pajak parkir harus dilaksanakardasarkar
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, perarna
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatp@ensi
daerah;

e. bahwa untuk menjamin kaptian hukun perlu dilakukan revisi
terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tprRajak
Parkir;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaledaich
huruf a, huruf b, huruf churuf d dan huruf e perlu membentuk
Peraturan Daerah tentaRgjakParkir;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penef
UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tent
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (LerabaNegar:
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai big-Undang
(Lembaran Mgara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@20):

2. Undangundang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan |
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Isgoid@hur
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaraegara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan U-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atakang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan RbEgagar
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonednanr 200!
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Irgia
Nomor 3987);

3. Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No2¥g
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®®)



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negarablikep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran rilega
Republik Indonesia Nomor 4533);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun4200
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undarganbéran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Taaa
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun4200
Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran NegaraibiRlep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaegaid
Republik Indonesia Nomor 4488);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indendsahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuidiniesia
Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indongsian
2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang &gearb
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint@yaerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanifaean
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edmab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentartg Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bagah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden&shun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repuididniesia
Nomor 5161);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentamg FRajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan KeasdeaD atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negarmpublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaegaid
Republik Indonesia Nomor 5179);

12.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |l Bargam
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihak Paerah
dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lemba@erab
Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 7);

13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tah08 #nhtang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Petakrifota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor agbkhan
Lembaran Daerah Nomor 10);

14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahi0 #nhtang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota BanjarmasmoNd5
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Rerangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bangamma
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan &emnb
Daerah Nomor 18);



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN:

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkarada sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

4. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertaritiddng perpajakan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya llisedengan PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yamgrtugas sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam peraturan perundadggrgan yang berlaku;

6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang al@npsuatu kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamaugang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lailBadan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentokdai

7. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajaladalah pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jdtaik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebag#i sisaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendgeasy tidak bersifat sementara;

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yangkkge oleh peralatan teknik

yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapatgdipakan untuk mengangkut

orang ataupun mengangkut barang, terkecuali keadgr@ng mempunyai jalur jalan
sendiri dan berjalan di atas rel;

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapgtdalikenakan Pajak;

11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak e@arajkan perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarjgepaaerabh;

12.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Beleatau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lanfég8) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitungyyetr, dan melaporkan pajak
yang terutang;

13.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya b)(sgttun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak stengan tahun kalender;

14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dib@ga@da suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahjak BResuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutapdaghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yamguber sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan pengai@a

© oo



16.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangikdilaksecara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang oieharta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga peroléaamenyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan ®erenaca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut;

17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjalisyrgkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkamghgungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan opgik, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan pergndadangan perpajakan
daerah;

18.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #&ingSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didekukengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain las kdaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yaramjsghya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan lyasgmlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokokakpabesarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harisyar;

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambafaag selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menanta@mbahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan;

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanauthigingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok psgaka besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidek lagdit pajak;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangséfya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jukeigiihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripadakpgang terutang atau seharusnya
tidak terutang;

23.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dain§TPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminidbertupa bunga dan/atau denda;

24.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputiemagm membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dglanerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah f{emdgpat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Psakah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Satstapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih BayaraBtliagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberata

25.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusen kaberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan P@akah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Siatstapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayaauaerhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehib\Ragjak;

26.Putusan Banding adalah putusan badan peradilak ptga banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

27.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangikditaksecara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang oieharta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga peroléaamenyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan ®erenaca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pemggaraan parkir.



Pasal 3

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan teakir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha mayang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitgpadakaan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dinthkswla ayat (1) adalah:

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh PemerirgaliPedmerintah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantgesny hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri;

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaamsutat, dan perwakilan negara
asing dengan asas timbal balik;

d. penyelenggaran tempat parkir oleh institusidmikan yang hanya digunakan
untuk civitasnya sendiri;dan

e. penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelolpdeiadah untuk pelaksanaan
kegiatan keagamaan;

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi aBadan yang melakukan parkir
kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atadd@h yang menyelenggarakan tempat
Parkir.

Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak Parkir yang tidak memungut kepadbjek Pajak Parkir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), panmamai?ajak Parkir dibebankan
kepada Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Bamght (2) dan Pasal 5 ayat (1)
akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB I11
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah apganbn atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimanaksliihapada ayat (1) termasuk
potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yaneritidn kepada penerima jasa
Parkir.

(3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarifddsarkan perhitungan waktu/
perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlahbpgaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambala@rpembayaran wajib diberikan
karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh mersdari dasar pengenaan pajak.



